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BAB III 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

1. Berdasarkan penelitan yang telah dilakukan, maka faktor Penyebab 

Kekerasan Terhadap Narapidana Di LAPAS Kelas IIB Sleman, adalah: 

a) Faktor Narapidana 

(1) Kebiasaan Narapidana sebelum Narapidana tersebut menjalani 

proses pemasyarakatan yang kemudian terbawa kedalam LAPAS 

dan menjadi budaya Narapidana, yaitu: 

- Narapidana yang kuat berada pada posisi atas narapidana yang 

lebih lemah. 

- Setia kawan/loyalitas yang berlebihan (sempit). 

- Bersifat pendendam. 

- Mempunyai kecenderungan untuk memperoleh pengakuan dari 

lingkungannya dengan cara yang salah. 

- Tempramental dan tidak berpikir panjang dalam  melampiaskan  

emosinya. 

- Bersikap reaktif terhadap situasi yang tidak disukainya. 

(2) Perasaan bosan, karena aktivitas didalam LAPAS yang monoton. 
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b) Faktor Lapas 

(1) Kurangnya jumlah petugas keamanan di LAPAS, jumlah petugas 

keamanan di LAPAS 104 (seratus empat) sedangkan jumlah 

Narapidana 300 (tiga ratus) 

(2) Kelalaian dari petugas LAPAS yang bersankutan dalam 

menjalankan prosedur yanditetapkan oleh LAPAS yang melakukan 

aktivitas yang mengikut sertakan Narapidana. 

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat upaya perlindungan 

secara hukum dari pihak LAPAS untuk memberikan perlindungan 

terhadap petugas LAPAS dari kekerasan Narapidana, sejauh perbuatan 

kekerasan tersebut dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan. Bentuk 

perlindungan hukum tersebut adalah: 

a. Bagi Narapidana yang melakukan kekerasan akan dilakukan 

pemeriksaan oleh pihak LAPAS dan oleh pihak kepolisian, sehinggan 

diperoleh Berita Acara kasus tersebut, untuk mengadakan tindakan 

hukum selanjutnya, dan kepadanya akan dikenakan sanksi pidana bila 

narapidana tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan telah 

memenui rumusan Pasal mengenai kekerasan dalam KUHP. 

b. Bagi Narapidana yang melakukan kekerasan dikenakan tindakan 

disipilin dari petugas Keamanan dan baginya dikenakan sanksi: 

-  Pencabutan hak remisi. 

-  Pencabutan hak cuti menjelang bebas. 

-  Penempatan Narapidana diruang isolasi. 
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-  Pencabutan hak bebas bersyarat. 

c. Perawatan dan pengobatan di rumah sakit bagi Petugas Lapas yang 

menjadi korban kekerasan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disadari pentingnya terjadi suatu 

kesinambungan antara aparat penegak hukum, masyarakat dan narapidana 

dalam rangka upaya pencapaian cita-cita pemasyarakatan untuk menciptakan 

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sehingga semua bentuk gangguan 

yang memungkinkan teganggunya kesinambungan tersebut harus 

diminimalkan. Karena tindak kekerasan yang dilakukan oleh narapidana 

terhadap Petugas Pemasyarakatan merupakan suatu bentuk gangguan maka hal 

tersebut perlu diminimalkan, sebisa mungkin malah ditiadakan. 

Beberapa cara yang mungkin dilakukan untuk meminimalkan hal tersebut 

adalah, dengan cara: 

a.  menambah jumlah personil Petugas Pemasyarakatan, terutama petugas 

keamanan serta penambahan dan perbaikan fasilitas LAPAS, baik yang 

digunakan oleh narapidana, sehingga meminimalkan narapidana merasa  

jenuh saat menjalankan prose pembionaan didalam LAPAS, maupun sarana 

keamanan yang digunakan oleh petugas, sehingga memunculkan rasa segan 

dalam diri Narapidana bila dalam dirinya muncul keinginan untuk 

melakukan perbuatan menyimpang. 

b. Perlunya diadakan pemisahan antara Narapidana yang dapat digolongkan 

sebagai pelaku tindak kejahatan ringan dengan narapidana kelas berat 

 

 



60 
 

ataupun dengan residivis. Sehingga di dalam LAPAS tidak terjadi 

prionisasi dan LAPAS tidaklah menjadi sekolah (tempat belajar) 

melakukan tindak kejahatan bagi narapidana. 

Adanya kesadaran dari pihak Petugas Pemasyarakatan sendiri mengenai 

arti penting adanya suatu transparansi dari pihak LAPAS terhadap terjadinya 

pelanggaran-pelanggaran disiplin yang terjadi dalam LAPAS. Sehingga jika 

terjadi tindak kekerasan dapat dicari alternatif penyelesaian masalah tersebut 

guna tercapainya citca-cita pemasyarakatan. 
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